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PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN OPERASI
PENGAMANAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN PEGAWAI NEGERI SIPILYANG BERTUGAS DALAM
OPERASI PENGAMANAN PADA PULAU-PULAU KECILTERLUAR DAN WILAYAH PERBATASAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010
tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai
Negeri Sipil Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah
Perbatasan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran
Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil
Yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5,
TLN No. 4355), UU 34 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 127, TLN No. 4439), PP 45 Tahun 1994 (LN
Tahun 1994 No. 74, TLN No. 3577), Perpres 78 Tahun 2005, Perpres 49 Tahun 2010, Keppres 56/P
Tahun 2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Dana untuk keperluan pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan dialokasikan pada DIPA
Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal dana untuk keperluan pembayaran
Tunjangan Operasi Pengamanan tidak dialokasikan pada DIPA Kementerian Pertahanan/Tentara
Nasional Indonesia, PA/Kuasa PA pada Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia
dapat melakukan revisi DIPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai revisi DIPA. Tunjangan Operasi Pengamanan diberikan kepada Prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan PNS yang ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-
pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan. Kriteria Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan PNS yang
ditugaskan secara penuh dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah
perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kriteria tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan PNS yang
bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
Tunjangan Operasi Pengamanan dibayarkan setiap bulan selama masa penugasan kepada Prajurit
Tentara Nasional Indonesia dan PNS dengan besaran 150% (seratus lima puluh persen) dari gaji pokok
bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulaupulau kecil terluar tanpa penduduk, 100% (seratus
persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulaupulau kecil terluar
berpenduduk, 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah
perbatasan, dan 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok bagi yang bertugas sesaat di wilayah udara
dan laut perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pembayaran Tunjangan Operasi Pengamanan
dilakukan oleh KPPN berdasarkan SPM vyang diajukan oleh Kuasa PA Satker Kementerian
Pertahanan/Tentara Nasional Indonesia. Kuasa PA Satker Kementerian Pertahanan/Tentara Nasional
Indonesia selaku pihak yang menandatangani dokumen pembayaran Tunjangan Operasi
Pengamanan bertanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Operasi
Pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaran melalui APBN.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2010 dan diundangkan pada tanggal 4
Oktober 2010.



